SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUPPEKERIAAN s
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelcibun TerEiRiE RN jangjm'

wakitu yang ditentukan sesuai
: sesual dengan keluar; = e : :
}rﬂﬂg tercantum dﬂlﬂﬂl SF]‘: 2 L]U:dld]"l? :!;dmmr1 Spﬁ,ﬁlfﬂ\ﬂfﬂ ttkfuﬂ d&ﬂ !EI‘?SH.

'E\:-

HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksan: e T ::
Indonesia. ? pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik

3. LARANGAN KORUPSL KOLUSI DAN/ATAU
- - i Al adly Iy, AL A’I "-L,, ;1' ] mr
'~ WEWENANG SERTA PENIPUAN AU NEPOTISME, PENYALAHGUNAAN

! T“‘jﬁgiir}i ig{s I:nﬁgﬁai‘f‘laanrbm*a ngf_ilasat p-:‘men'ntﬂh, para ].ﬁ_hﬂk dila rang_untuk: :

e Lk ; erima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah

i atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk

' mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan
pengadaan ini;

b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau

¢. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau
keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan SFK ini;

d. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO
(apabila berbentuk KSO) dan subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak
akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal di afas;

e. Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukfi
melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai ketentuan peraturan-perundangan;

f. Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau
nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

4. HARGA KONTRAK ‘ .
a. Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, asuransi
(apabila dipersyaratkan), biaya overhead, biaya pelaksanaan pekerjaan, dan biaya

| penerapan SMKK;
b. Harga Kontrak sesuai dengan keluaran (output) yang tercantum dalam Daftar

Keluaran dan Harga.

| 5. UANG MUKA i s . i
a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisast peralatan/tenaga kerja konstruksi, |

pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk |

persiapan teknis lain; - e AL _ |
b. Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (higa puluh |

rseratus) dari Harza Pekerjaan Konstruksi; _ |
; ¢. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan pﬁ‘rm{fmmm |
pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak
disértai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan

i SPK dan rencana pengembaliannya; : _
d SB?;::T&?}F uang muka ditentukan dalam SPK dan dibayar setelah Penyedia |

menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang

diterima; : R siak t al persetujuan
ava Jaminan Uang Muka paling kurang scja s s S i
& ﬁﬁ,ﬁ;ﬂkuuan}:g ;]‘ﬂuk.'—l sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan

s and Over/ PHO); : . o
{B.'v Wm:,gi‘;fd;;angan Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Pi:mba}-dmﬂ
; fﬂ'ﬁfﬂpﬁdﬁ Pejabat Penandatangananan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk

permohonan 1er‘s€blﬁ_Pﬂdﬂ_llﬂlfﬁfﬂz.ﬂﬂlil‘lﬁ_iflmbﬂ_! 7 (tujuh) hari kerja setelah |




_J;amlrum Uang Muka diterima;
<. n:-in_ge:-:rlpallan uang muka harus

proporsional pada setiap pembavaran

| lunas pada saat pekerjaan mencapai pt

diperhitungkan berangsur-angsur secara
prestast pekerjaan dan paling lambat harus
estasi 100% (seratus perseratus).

| 6. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

| Penganr 1arga dan ketgntuan yang telah ditetapkan dalam SPK: |
b. P:;;{]ﬁlapgﬁ;ﬁgi;tmemmta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari
angan Kontrak untuk k =S 3 i ?

ketentuan SPK: uk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai

c. Penyedia berkewajiban me ; s, . o SO

‘ F‘Ejabat‘f”cnandatah:ﬂl 33:: :{Ei;ﬁrkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada

| d. :;E;id; I?;;E‘f;;‘g{g;ﬁ n;;;z:sa}naka n, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan
dalam SPK. pe naan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan

€. F‘Eﬂ}zﬂdlﬂ berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat,
akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-
bahan, peralatan, angkutan ke/atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen
maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan
perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam SPK;

f. Penyedia berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan
untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak ;

. Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka
memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun
masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan
baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;

h. Penyedia berkewajiban melaksanakan semua perintah Wakil Sah Pejabat
Penandatangan Kontrak /Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan
Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak /Pengawas Pekerjaan dalam SPK ini.

=]

HAK DAN KEWAJIBAN FEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

4. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang
dilaksanakan oleh Penyedia;

b. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menerima laporan-laporan secara periodik
mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

¢. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menerima hasil pekerjaan sesuai dengan
jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkqn dalam SPK; -.

d. Pejabat Penandatangan Kontrak b&I‘kt‘Wﬂjlbﬂ!:ﬁ membayar pekerjaan se;suai dengan
harga yang tercantum dalam SPK yang telah ditetapkan kepada Penyedia; .

e. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban memberikan fasilitas berupa sarana |
dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan
pekerjaan sesuai ketentuan SPK; dan ¥ gL :

f. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban menilai kinerja Penyedia.

NANDATANGAN KONTRAK |
i fﬂ%tis;thiPnEé:E;:Eng disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap
* dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan SFK ini
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh
\Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak yang discbutkan dalam SPK;
b. Kewenarngan Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak diatur dalam Sura
) Keputusan dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan harus disampaikan kepada

Penyedia.

9. PERPAJAKAN b e e e
e et o e membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain
Penyedia berkewajiban i kum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua

B ihebar oleh hu
yang 3:: Jzné ;ﬁﬁgﬁ? dianggap telah termasuk dalam harga kontrak.

;
™ [ o -
- - = -
1 w »
ey s

GAMHAN [?“-ENIATA lihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau
meugt:;;}fanfxlumh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal |




b.

perzantian nama

o penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat

Jika ketentuan di atas dilanggar maka SPK F—

Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi.

11. MASA PELAKSANAAN KONTRAK

a.

b,

d.

=

;E;g !::,: 12:::;;: i;gi’{lf p:ldfa tanggal penandatanganan oleh para pihak sampai
engan, gengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan
kewajiban Fara Pihak yang terdapat dalam SPK sudah terpenuhi;

Masa Pelaksanaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK
sam %}ﬂt Idcn;g‘em Tanggz?l Penyerahan Pertama Fekf:jéan;

M:as‘; Pi{l:l:lellhiil‘ﬂaﬂ dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai
dt,ﬂ_gan langgal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum
pa.:lffsk?anaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Konirak bersama dengan Penyedia,
unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat
persiapan pelaksanaan kontrak;

Hasx] rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat
Persiapan Pelaksanaan Kontrak;

Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dan
Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan
pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap keluaran
(outpud, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (Mutual Check 0%):

Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam
pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka
harus dituangkan dalam adendum SPK;

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.;

Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena
keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak , maka Pejabat Penandatangan Kontrak
dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan
adendum SPK.

12. PENGENDALIAN WAKTU

a.

o

Kecuali SPK diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan
sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sewaktu Rapat Persiapan Pelaksanaan

Kontrak, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan |

yang dinyatakan dalam SPK;
Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa

Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan |

Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan

Kontrak , dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat Penandatangan |
Kontrak , maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa |
Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia

dengan membuat adendum SPK;

Jika pekerjaan _ ‘ _
atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka

Penyedia dikenakan denda.

13. KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

a-r

Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka ‘F{f-._iab;{t
Pgsa.ndatangan Kontrak harus memberikan peringalan secara tertulis atau

i entuan tentang kontrak kritis; .
g::::?;ii;;takan kritis apabila realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar

| rencana; :
;Eig;lni kﬂnt;'ak terlambat dilakukan dengan rapal pembuktian (show cause

ting/SCM) sebagai berikut: .

?;aﬂ ?’%dﬂ saat Kontrak dinyatakan Kkritis, _ |

| . oqtan  secara tertulis kepada Penyedia dan  selanjutnya
pﬁrmg?enggamkan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap L. |

2Z) g:?aﬁ SCM Tahap I, Pejabat Penandatangan Kontrak , Pengawas Pekerjaan

tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar |

dan Penyedia membahas

Pengawas Pekerjaan memberikan |

dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus |

aa 2 e i B Rl S o




dima dal i = fE—
i am periode waktu tertentu (uji coba pertama)
3) i;:ﬁ;’;gk;n dalam Berita Acara SCM Tahap . e )
KDntrai: SYCH agal pada uji coba pertama, maka Pejabat Penandatz
diatlencon menerbitkan Surat Peringatan Konirak Kritis 1 :
1@::1":'131'1,13'g ?1?3“ SCM Tahap 11 yang membahas dan menyepakat
cgbai; 31“ isik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu
4) Apabi[z Ea} yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap IL.
Kontrak enyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat Penandats
diselenaearre crbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis 1l dan
kema-r:lg‘ga??l'fa" SCM Tahap 11l yang membahas dan menyepakati
ccbai: ?_n Sy ang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu
e b‘le %a) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap 111 ‘s
P o Fenyedia gagal pada wji coba ketiga, maka Pejabat Penandatangan
Kontrak  menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis Il dan Pejabat |
;'enandata ngan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak .
€ngan mﬂﬂgﬂsampingkaﬂ Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undgng. szt ";-

6)  Apabila uji coba berhasil, namun oL S
. ) pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya |
Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari aWa;Lru B |

14. PEMBERIAN KESEMPATAN

a. Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa
Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa
Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan:

b. Pemberian kesempatan kepada Penyedia. untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat
dalam adendum SPK yang didalamnya mengatur:

1) waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
2)  pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;

c. Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan dengan diikuti
pengenaan denda keterlambatan;

d. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan
dilaksanakan dengan ketentuan:

1) tidak dapat melampaui Tahun Anggaran; dan
2)  paling lama sama dengan Masa Pelaksanaan awal.

15. PERLINDUNGAN TENAGA KERJA : ' :
a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib men}redtakan* perlindungan bagi tenaga
kerja konstruksi nya, minimal berupa BFJS Ketenagakerjaan;
b. Besarnya perlindungan bagi tenaga kerja sudah diperhitungkan dalam penawaran
dan termasuk dalam harga Kontrak.

16. PENANGGUNGAN:DAN RISIKO _ :
a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa
! batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk
tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau
tunmtan,hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap
Peiabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang
ﬁ,}&mﬁ tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat
) Eﬂmm@n Kontrak ) sehubungan depgan kla_im yang timbul dari hal-hal
'-»'*r;, -+ ];xmkut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan
. ﬂ'-_f %kh]rggeﬂggﬂ atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, dan tenaga
" kerja konstruksi; _ : -

1 R u kematian fenaga kerja konstruksi; *
g; ;%Th;::“:;umkan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau
wmakmqh:nkgaﬁulm Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir
hitung, 5¢j2 isiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan
- Pekerjaan, semua -r:_fﬁ].;an risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan
- perlengkapanl Igcc;:ﬁiah kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak




| 17. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN MUTU
| a. Pejabat Penandatangan Kontrak

pemeriksaan terhadap pelaksanaan berwenang melakukan pengawasan

R : pekerjaan yang dilaksanakan oleh pe !

A%i?]alilfﬂukaﬂ, Pejabat Penandatangan l{onfrarllcg dapat memerintahkan kepada o
: faksa 188 untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua|

b g baingan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia; : e
s enandatangan Kontrak memberitahukan secara tertulis penyedia atas
/i emi .Cic?‘i{am“t“ yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
s I;;“ ankan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mufu,
mengansgigﬁc ﬁl’:ﬁﬂﬁtﬂ yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

cat mutu. Penvedi : A

Masa Kontrak: vedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama
c. Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk

memperbaiki Cacat Mutu dalam i _ taia : Faia
pemberitahuan: jangka waktu yang ditetapkan dalam

d. Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan
maka_ Pejabat Penandatangan Kontrak , berdasarkan pertimbangan Fengawas
Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia
segera setelah menerima klaim Pejabat Penandatangan Kontrak secara fertulis
berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan
Kontrak dapat memperoleh penggzantian biaya dengan memotong pembayaran atas
tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan
Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan
diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak
yang telah jatuh tempo;

e. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan denda keterlambatan untuk setiap
keterlambatan perbaikan Cacat Mutu dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada
Penyedia jika tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu;

f. Jangka waktu perbaikan akibat Cacat Mutu rm!ing_lambat adalah 14 hari setelah
diterimanya pemberitahuan cacat mutu oleh Penyedia.

18. LAPORAN HASIL PEKERJAAN
a.  Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan

volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil
pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil

kerjaan; _
b Eiltuli ke;;entingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh

s iatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai
zakﬁ;:a Siak;tjssan kepzlajuan hasil pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi
keriaan dan catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan;

¢ ipogn kemajuan hasil pekerjaan dapat dibuat harian, mingguan atau bulanan

sesuai dengan kebutuhan;_ o . 5 i
: : atan laksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat
d. Untuk merekam i pi-dia membuat foto-foto dokumentasi dan video

s iy k dan Peny
Penandatangan Kontra lokasi pekerjaan sesual kebutuhan;

. l d.’ - - -
Wlam sanaan p‘?k:ﬂaﬁ;sillpckerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas
Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak / pihak Pejabat
: o)

Penandatangan Kontrak -

f = - i i dengan ketentuan yang tertuang dalam SFK,
IR | &wlﬁh kaﬁﬁzkﬁﬁ;ﬁnﬁ;in sec%m tertulis kepada Pejabat Penandatangan




Pejabat Penandata
dan/ gtau mﬂlcngkgnga

‘ n telah sesuai denean k
1 TR maka Ppejg Kor .ﬁmﬁ.
4 ginnﬁgdatangam Berita Acara Semi I':["aetrlrna' Penpa:datangamn } %

; yaran dilakukan sebesar 959 (sembi.lla*:m;ﬂﬁh l131:':.!@@!1"

a.

b.  Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dapm s o

% fp‘;‘gﬁsakgzpfada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan: |

. i m pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua
L jibannhya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan

etentuan yang tercantum dalam SPK maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan

Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan;

€. Pejabat Penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak
yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan: T

f. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana
mestinya, maka SPK dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
dan Penyedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan;

g. Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, Pejabat
Penandatangan Kontrak menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA. |

21. PERUBAHAN SPK
a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK;
b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang
diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
1) perubahan pekerjaan;
2) perubahan Harga Kontrak; '
3) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
4) perubahan SPK yang disebabkan masal.fih administrasi.
¢. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat

meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan.

29 BA AAN
22. PERUBAHAN PEKER] rbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan

g : t ;
a. Dalam hﬂlm tg;?adpaan fap;au spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen SPK,
'-Pg%ﬁ?gnandﬂf&'@a“ Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan

er meliputi: AN :
Pk el dan/atau mengurangijenis/juriah keluarar;
mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
3) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan. ¥ e SR
3) mengubas o di han kondisi lapangan seperti yang dimaksud pa
b. Dalam hal tiaak ada perintah perubahan dari Pejabat Penandatangan Kontrak
: ' :_.a.;MQ Mﬂ:‘;" '\ Kontrak dan Penyedia dapat menyepakati perubahan
o at Penanda n,fmlzza angka 1 sampai angka 3;
shagaimalié " - dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara
bahan 'Wgemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga
ia -

. Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan m s

myﬁd tum dalam SPK awal;

3 tercan ;
lﬂdﬂ .ketﬂﬂml:gmdm Acara sebagai dasar penyusunan

fryane ks
il ¥ o LR

L_:.',;f: L
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| 23. PER
a.

b.

£:

a.

a.

.I;

% R

24. PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN

' 25. KEADAAN KAHAR

a kewajiban dan kinerja pe
ﬁhaiggyaﬁrdammk dan/atau akan ie

adendumsp; ————— 00
Dalam hal

Perubahg a £ |
perubahan SPK dilaksanana 22" Mengakibatkan penambahan Harga Kontrak,

: g sana e
tidak melebihi 1 0% (SEpuk[a“ dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir |

o beeselliing iy uh persen) dari harga yang tercantum dalam SPK awal |
UBAHAN HARGA

gg‘;ﬁ;;ﬂ?ﬁgisﬁ?tmk dapat diakibatkan oleh perubahan pekerjaan dan/atau
dingan negosiay, P-UbAhaN. pekerisan, maks pensnan Hases bR
Egﬁr;uﬂasr;s%anh rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa

: PEKERJAAN DAN/ SANA
Perubahan jadwal pelaksa iy ) %TAU MASA PELAKSANAAN
1) perubahan pekerjaan;ﬂaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:

Z) perpanjangan Masa Pelak
i - oty | =
3) Peristiwa Kompensasi. naan; dan/atau

rparjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandafangan

Kontrak atas pertimbangan vane | : i
1) perubahan pﬁkel‘jaa%f{; yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

2) Peristiwa Kompensasi: dan/ ta
3) Keadaan Kahar. ; o

Eﬁfgnﬁf:;ksggzar;kﬁmt diperpanjang paling kurang sama dengan waktu
hesyilssaliar tok Ibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk
Pejabat Penandap; €rjaan akibat dari ketentuan pada huruf b diatas;

ngan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan
atas SPK setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh
Peny;dla dalam Jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia
meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas
keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan
sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan
untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan;
Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan
harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama;
Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa
Pelaksanaan dituangkan dalam adendum SPK;
Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui
Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa
Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak
berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan
secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum

SPK.

= i . Pej datangan Kontrak atau Penyedia
m hal teriadi keadaan kahar, Pejabat Penan .
Eiﬁberitahmgan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara

i etentuan : + A :
tﬁrmclitasiad;ﬂgﬁ;kfu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender se;ali menyadari
atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;

2) menyertakan bukti Keadaan Kahar; dan

5 2 fiteac ii dan kinerja pelaksanaan yang
A sil identifikasi kﬂwah_nban
- menyemhkc?;“ff;?au akan terhambat akibat Keadaan I{aharterse!:mt.
_ te!‘hamba* kegagalan salah satu Pihak untuk me_me_:}uhl kewajlbann}ra_
Dalam Keadaan Kahar, kg?‘lfl"ak pukan merupakan cidera janji atau wanprestasi
ne ditentukan dalam XO ban yang dimaksud adalah

an : i huruf a. Kewaji _ : :
sabila telah dilakukan sesual p{;ﬁanaan terhadap pekerjaan/bagian peketjaan

rdampak akibat dari Keadaan Kahar.

rtsa;i dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:



I} chabat Fe]“[a ﬂdatan

mempengaruhi
keterlambatan
Pejabat Penandy
dan/atau instry
Penyedia belum pisy
Pejabat Penandata
pekerjaan;

Pejabat Penandaia

2)
3) tangan
4)
5) ngan

6) ngan

keterlambatan penyelesaia

-w n
berkewajiban untuk memba
Masa Pelaksanaan;

2an Kontrak
Pembayarg pekerjaan

: Kontrak g
ksi sesuai jadwal
masuk ke lokas

I mengakibatkan

.“Slibah jadwal pe
pada Penyedia;

dak memberikan
yang dibutuhkan;

n ke
gambar-gambar, sp

i sesuai jadwal dalam SPK;

Kontrak memerintahkan penundaan pelaks |

Kontrak memerintahkan untuk mengatas

dﬂpﬂt diduga mhﬂumn}m yang ; _:. .E e

Nandatangan Kontrak ; atau

pengeluaran tambahan d

Pekerjaan maka Pejabat Penandatangan

Yar ganti rugi dan/atau memberikan perpa tjan

LA S
&,

m Fagel_EE i

: : ngan kompensasi yang diajukan ol i
Pejabat Penandatangan K JARS IR c_ch meadmﬂkﬁ; P )
akibat Peristiwa Kof;lxgen H;I:h‘ak » dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu

_Penikayedln;z:l ticcligk berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan
J yedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi. - il

27. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar:
b. Pemutusan SPK dilakukan dengan terlebihqdahutu memberikan 3 (tiga) kali surat
peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan
wanprestasi;
Pernutu{san SPK dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
Penyedia;
Pemutusan SPK dilakukan sekurang- kurangnya 14 (empat belas) hari kalender
setelah Pejabat Penandatangan Kontrak /Penyedia menyampaikan pemberitahuan
rencana Pemutusan SPK secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan
Kontrak ;
Dalam hal dilakukan pemutusan SPK oleh salah satu pihak maka Pejabat
Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian
prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (fipabila ada), serta Penyedia
menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak
dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak ;
Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia melalui pemberitahuan tertulis
A utusan SPK apabila: ; !
ﬁpﬂtggﬁakrﬁ?mfgtﬂngan Kontrak atau Penyedia terbukti melakukan korupsi,
) kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses

pengadaa ‘yutuskan oleh Instansi yang berwenang; _ .
nsaduatl‘l yﬂ@ﬁég penyimpangan prosedur, duga_an korupsi, kolusi,
'gzﬁfatau- nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam

selaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang
pe

berwenang,
Penyedia hérada dalam keadaan pa
Pe yedla terbukti dikenakan Sanks

atau

ilit vang diputuskan oleh pengadilan;
i Dgaﬂar Hitam sebelum penandatanganan

et gagal memperbaiki mﬂga;melaksanakan kewajibannya dan tidak

lﬂiﬁl/’ cidera jﬂl’lji_ dala - angkﬂ waktu yang telah ditetapkan;

kemmianﬂg:jam-‘m ndatangan Kontrak , Penyedia tidak akan

. rjaan walaupun diberikan
kan "%{T:Yﬂ pﬁelamnaan pekerjaan untuk

an pekerjaan;

# :l



‘_..',___

8) setelah diberikan e

berakhirnya | N Sempﬂtan mtnytlmikan : P T

6 gﬂkerjaan; Pelaksanaan Pekerjaan, Penyedia ﬁﬁﬂt‘djﬂt mﬁeliﬂk
enyedia me . e
kalender day Shcntikan peker;

. PeRerjaan selama 28 (4 =g i
pekerjaan se mpt‘;“&hentmh ini (dua puluh fl'

. npa : dal
10) Penyedia mengalihﬁanpeserﬁtrl:i‘;’a“ pengawas pekerjaan;

11) Pe? Tes 8 ontrak bukan dikarenakan pergantian nama
Pekerjaan .mem&rinta!?e ISetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak

disepakati.
Dalam hal pemut

mn - oy : e .-... e o -n..-. I.

e SPK dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kes ;
1)  Sisa uang muka ha : : : _ -
dicaivkan teriorsy da;lfi dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka

| : u (apabila diberikan):
2)  penyedia membayar denda (apabila adaI;' d::gl’ o
3)  penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hit&mﬁ ;

h. Dalam hal pem : ; oI
e m};eka:utusan SPK dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan

) Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau

Jaminan Pemeliharaan dicairkan i biayai
: terlebih dahulu untuk membiayai
perbaikan/pemeliharaan; dan g

' 2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

i. Dalgrn hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak
terlibat penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme
dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka
Pejabat Penandatangan Kontrak  dikenakan sanksi berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

j. Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud di atas, dicairkan dan disetorkan ke kas
Negara/Daerah;

k. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan
Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat
Penandatangan Kontrak wajib menyetorkan ke kas Negara/Daerah.

28. PEMBAYARAN : s 5 _
a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak , dengan ketentuan: ‘ : )

1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
2) pemba}raraﬁ dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang
telah dicapai dan diterima oleh chabat_Fcnandatangan Kontrak ;
3) pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
4} pembayaran dilakukan dengan sistem termin atau sekaligus sesuai ketentuan

dalam SPK;

W " i denda dan/atau ganti rugi

5) pembayaran harus mem;zrhimngkan:
H muka;
e (apabila ada);
iii. pajak; c!anfgtau
i i setelah pekerjaan seh:esai dan Berita Acara
r;:h:;;ﬂl;ang:k:g::# k?i?tandatangani oleh Pejabat Penandatangan
vah r : i
trak dan Penyedid; ; ‘akukan, FPenyedia berkewa) iban untuk
sl terakhir Pgil:rjaﬂn rincian perhitungan nilai taglhar_-l
Kontrak berdaaari;an hasil
g jatu . berkewajiban untuk menerbitkan SPP
J “oleh Pengawas Pei:e g&nhir palingj lambat 7 (tujuh) hari kerja
an tagihan -mgsur ImI:n penunjang dinyatakan lengkap dan diterima




29. DENDA DAN GANTI RUGI

| NYE IAN PERSELISIHAN v;
- iﬁ%ﬁmn&m@an Kontrak dan penyedia berkewaljr:s;bﬁ: untuk benfu%a;);a 31;:1%1;:;
nge menyelesaikan secara damai semua perse n yang tum 2
m meméingan SPK ini atau interprefasinya selama atau setelah pelaksanaan
ﬂmﬂ"gaﬁka perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka

perselisihan akan diselesaikan melalui

t Pe bayaran dari pegig L KGHERES
i rmi = yedia diterima hary
Perintah Membaygy (PP‘,;:;:)&F Pembayaran kepada Pejabat Penands W
 Blasan uniut yeehdaksesusian daam pert e
' e e Pembayaran, F::c tungan angsuran, tidak akan
meminta Penyedia untuk m Jabat Penandatangan Kontrak

: en : : ;
mengesampingkan haj.jz yangammnlga;eﬁgﬁh;cﬁ;}s Pﬁg'ﬂ;tﬂﬂl sementara
inan;,

f. Pejabat Penandatancan
angsuran prestasi S int dapat menangguhkan pembayaran

T k j i +1 - }
kewajiban kontmkﬁaﬁ??" wonyedia jika Penyedia gagal atau lalai me

Y4, termasuk penyerahan setiap Hasil Pel -
dengan waktu yang telah ditetapkan meigle, pemberitsbuan tetute.”

a. Denda merupakan sanksi finansi
1al

denda  keterlambatan  dajam penyelesaian  pelaksanaan pekerjaan, «
keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu; e

b. Ganti rugi merupakan sanksi ,

Penandatangan  Kontrak finansial yang dikenakan kepada Peja

janji/wanpresiasi. Besarnya sanksi Lot ) o karena terjadinya  cide

yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: |

ditimbulkan: nksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang |

¢. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan

penyelesaian pekerjaan adalah 1%, (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum |

PPN);

d. Besaran denda keterlambatan perbaikan akibat Cacat Mutu untuk setiap hari
keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari biaya perbaikan cacat mutu;

e. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari
nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku
pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh
lembaga yang berwenang; M

f. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan
dalam adendum SPK; : _

g. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak , apabila

" Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

Mediasi, Konsiliasi, atau arbitrase.




